SALINAN

WALI KOTA BANDUNG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 615
TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ONLINE SYSTEM
ATAS DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK DALAM RANGKA
PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa Tata Cara Pelaksanaan Online System atas Data
Transaksi Usaha Wajib Pajak dalam rangka
pengawasan pembayaran Pajak Daerah telah diatur
dalam Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 615
Tahun 2013, namun dalam perkembangannya
terdapat perubahan nomenklatur Perangkat Daerah
dan terdapat penyesuaian terhadap mekanisme
pelaksanaan pengawasan atas pelaporan data
transaksi usaha Wajib Pajak melalui online system
untuk optimalisasi penerimaan Pajak Daerah sehingga
Peraturan Wali Kota termaksud perlu dilakukan
perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Bandung Nomor 615 Tahun 2013 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Online System atas Data Transaksi Usaha
Wajib Pajak dalam rangka pengawasan pembayaran
Pajak Daerah;

Mengingat ...



Mengingat

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah,
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-
Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954
Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 551);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor
7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19
Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Daerah dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3987);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);

5. Undang-Undang ...



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan
Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

9. Peraturan ...



Menetapkan

9. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak
dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 247);

10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2011 Nomor 20) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung
Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
Bandung Tahun 2016 Nomor 6);

11. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 72 Tahun 2022
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2022 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA BANDUNG NOMOR 615 TAHUN
2013 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN ONLINE
SYSTEM ATAS DATA TRANSAKSI USAHA WAJIB PAJAK
DALAM RANGKA PENGAWASAN PEMBAYARAN PAJAK
DAERAH.

Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 615 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Online System atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
dalam rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah
(Berita Daerah Kota Bandung Tahun 2015 Nomor 41),
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bandung.

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Wali Kota ...



10.

11.

12.

Wali Kota adalah Wali Kota Bandung.

Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya
disebut Bapenda adalah Badan Pendapatan Daerah
Kota Bandung.

Kepala Bapenda adalah Kepala Badan Pendapatan
Daerah Kota Bandung.

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan
oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah
tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan peraturan
perundang- undangan yang berlaku, yang
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.
Badan adalah suatu bentuk Badan Usaha yang
terdiri atas sekumpulan orang dan/atau modal
yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan
usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang
meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara atau Daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan,
Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi
yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, bentuk
usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan,
meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan
pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan
yang dapat dikenakan Pajak.

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel.

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh restoran.

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan

hiburan.
13. Pajak ...



13.

14.

15.

16.

L7,

18.

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan
tempat parkir di luar badan jalan, baik yang
disediakan, berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai suatu usaha,
termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor.

Pihak Ketiga adalah Badan Usaha yang bergerak di
bidang penyedia sistem informasi manajemen dan
jaringan online.

Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau
seharusnya diterima sebagai imbalan atas
penyerahan barang dan/atau jasa sebagai
pembayaran kepada pengusaha/pemilik hotel,
pengusaha/pemilik restoran, penyelenggara
hiburan dan penyelenggara tempat parkir.

Sistem Jaringan Informasi Bapenda adalah sarana
perangkat dan sistem informasi pendapatan daerah
dalam bentuk apapun yang dapat menghubungkan
secara langsung dengan perangkat dan sistem
pembayaran Pajak Daerah yang dimiliki oleh Wajib
Pajak.

Online system adalah sistem yang menghubungkan
antara terminal transaksi omzet Wajib Pajak
dengan sistem monitoring omzet Wajib Pajak secara
terintegrasi yang dikelola oleh Bapenda.

Data Transaksi adalah data/dokumen sebagai
bukti transaksi pembayaran dari konsumen/subjek
pajak kepada pengusaha dan/atau data yang dapat
digunakan sebagai data lain yang dapat digunakan
sebagai dasar pengenaan pajak.

Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 9

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk:

a. memasukkan/menginput data setiap transaksi
pembayaran yang sebenarnya dari
konsumen/subjek pajak kepada Bapenda
sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;

b. menjaga perangkat dan sistem pengawasan
pembayaran pajak daerah secara online yang
sudah terinstal/tersambung dalam keadaan
baik;

c. melaporkan ...



c. melaporkan bila sistem aplikasi tidak
berfungsi/rusak kepada Bapenda;

d. menyampaikan informasi kepada Bapenda
paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh
empat) jam setelah adanya kerusakan
perangkat dan sistem pengawasan yang sudah
terinstal; dan

e. Bagi Wajib Pajak baru atau Wajib Pajak yang
akan memperpanjang ijin usaha, maka wajib
membuat surat pernyataan kesediaan untuk di
pasang alat online.

(2) Wajib Pajak berhak untuk:

a. memperoleh informasi data kewajiban
perpajakan daerah yang seharusnya dibayar
dari setiap transaksi pembayaran yang terkait
dengan dasar pengenaan Pajak Daerah;

b. memperoleh kerahasiaan data transaksi Wajib
Pajak yang dilaksanakan secara Online system
dalam rangka pengawasan pembayaran Pajak
Daerah; dan

c. mendapatkan jaminan pemasangan /
penyambungan/penempatan Online system
tidak menganggu sistem dan perangkat yang
sudah ada pada Wajib Pajak.

3. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 10
(1) Wajib Pajak dilarang:
a. mengubah atas data Online System dengan cara
dan dalam bentuk apapun; atau
b. merusak atau membuat tidak
berfungsi/beroperasinya perangkat dan Online
system yang telah terpasang.
(2) Apabila larangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b dilanggar baik sengaja maupun tidak
sengaja, Wajib Pajak wajib mengganti kerugian atas

kerusakan perangkat dan Online system.

4. Ketentuan ...



4. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

(2)

(3)

(4)

Pasal 12
Pelaksanaan Online system atas data transaksi
pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan dan Pajak Parkir dalam rangka
pengawasan pembayaran pajak daerah pada Wajib
Pajak, tidak mengurangi hak dan kewajiban Wajib
Pajak serta ketentuan lain sebagaimana diatur
dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengawasan pelaksanaan Online system atas data
transaksi pembayaran Pajak Hotel, Pajak Restoran,
Pajak Hiburan dan Pajak Parkir sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bapenda.
Dalam hal terdapat perbedaan data transaksi
pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan/atau terdapat kerusakan atau tidak
berfungsinya perangkat dan Online system yang
telah terpasang, Kepala Bapenda atau Pejabat yang
ditunjuk menerbitkan surat teguran atau surat
peringatan secara bertahap kepada Wajib Pajak.
Apabila Wajib Pajak terbukti dengan sengaja
mengubah data transaksi pembayaran pajak
dengan cara dan dalam bentuk apapun atau
merusak atau membuat tidak
berfungsi/beroperasinya perangkat dan Online
system yang telah terpasang sehingga merugikan
keuangan daerah, Wajib Pajak dikenakan sanksi
sesuai Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Bandung Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20
Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.

5. Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, ketentuan
mengenai penyebutan Dinas adalah Dinas Pelayanan

Pajak Kota Bandung pada Peraturan Wali Kota Bandung
Nomor 615 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Online System atas Data Transaksi Usaha Wajib Pajak
dalam rangka Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah,

harus disebut dengan Badan Pendapatan Daerah yang

selanjutnya disingkat Bapenda.

Pasal ...



Pasal Il
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2023
WALI KOTA BANDUNG,
TTD.
YANA MULYANA

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 16 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,
115,
EMA SUMARNA

BERITA DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2023 NOMOR 7

NIP. 19760604 200604 1 002



